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ABSTRAK 
  Perpu merupakan suatu produk hukum yang kedudukannya sejajar 
dengan Undang-Undang. Perpu di tetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal 
kegentingan yang memaksa dan selanjutnya diserahkan ke DPR untuk kemudian 
disetuji ataupun ditolak oleh DPR. Penilaian terhadap kegentingan yang memaksa 
yang menjadi dasar penetapan Perpu oleh Presiden merupakan hak objektif 
Presiden yang kemudian dinilai secara subyektif oleh DPR dalam rapat paripurna. 
Perpu yang disetujui DPR, akan di sahkan menjadi UU. Sedangkan Perpu yang 
ditolak oleh DPR, akan dicabut melalui RUU pencabutan Perpu dan kemudian 
disahkan menjadi UU Pencabutan Perpu. Mekanisme penetapan dan pencabutan 
Perpu diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penulisan ini, penulis 
mengemukakan beberapa rumusan masalah yakni : 1) Bagaimana Mekanisme 
Pencabutan Perpu yang tidak mendapat Persetujuan DPR? 2) Bagaimana 
implikasi hukum dalam hal Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK ditolak terhadap 
pemberlakuan ketentuan tentang JPSK?. Untuk menjawab permasalahan diatas, 
penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan menjawab studi 
kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara 
mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa teori teori dan Peraturan 
Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. 
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan terlihat bahwa Perpu yang ditetapkan 
oleh Presiden jika ditolak oleh DPR, pencabutannya harus melalui RUU 
pencabutan Perpu yang kemudian disahkan menjadi UU Pencabutan Perpu yang 
memuat segala akibat hukumnya. Mekanisme pencabutan Perpu yang diatur 
dalam Pasal 52 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan belum secara rinci menjelaskan bagaimana DPR 
menyatakan untuk menyetujui atau menolak Perpu, serta berapa lama rentang 
waktu dalam hal Perpu ditolak dengan pengajuan RUU pencabutan Perpu, dan 
akibat hukum apabila RUU pencabutan tidak diserahkan setelah Perpu ditolak 
oleh DPR. 
 
 
